BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGA:

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 023 /2071 Aohun 20U

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas
pelayanan perizinan perlu menambahkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait yauig ditunjuk sebagai Tim
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
503.05/310/2015 tentang pembentukan Tim Monitoring dan

Evaluasi PelayananPerizinan pada Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
503.05/1058/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan

Bupati  Sukoharjo  Nomor 503.05/310/2015  tentang

Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan

Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Mengingat . 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) (Staatsblad
1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan
Staatsblad 1940 Nomor 450);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 28 T.:hun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan
ESATU

K

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221},

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010

tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
178);

8. Peraturan Daerah Kabupaten S.ikkoharjo Nomor 13 Tahun

2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014

tentang lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 222);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan 3usunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236);

11.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan
Non perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal d&s. Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

~
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Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

o melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan
yang belum mempunyal perizinan yang secharusnya dimiliki;

L melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan
yang telah diberikan; dan

c. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah
dilaksanakan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

Semua biaya yang timbul sebrgai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 503.05/310/2015 tentang Pembentukan Tim
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 503.05/1058/2015 tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 503.05/310/2015 tentang
Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Jdanuar Qe+

BUPATI SUKOHARJO, f

B
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TEMBUSAN: Keputusan ini  dikinm

1. Sekretaris

kepada Yth.:

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Asisten

Pemerintahan Sekretaris

Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;
3. Asisten
Sekretaris

Administrasi Umum

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukocharjo di

Sukoharjo;
Badan Keuangan Daerah

5. Kepala

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.




Lampiran

: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN
NO NAMA/J {kBATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3 4
1. | Kepala Dinas Penanaman Modal | Ketua Bertanggung jawab  atas
dan Pelavanan Terpadu Satu pelaksananan kegiatan
Pintu Kabupaten Sukoharjo
2. | Kepala Bidang Pengaduan, Data | Sekretaris Bertanggung jawab di bidang
dan Teknologi Informasi pada kesekretariatan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo
3. | Kepala Seksi Informasi dan | Anggota Bertanggung jawab sesual
Pengaduan pada Bidang bidang tugasnya
Pengaduan, Data dan Teknologi
Informasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
4. | Kepala Seksi Dokumentasi dan ; Anggota Bertanggung jawab sesual
Arsip pada Bidang Pengaduan, bidang tugasnya
Data dan Teknologi Informasi
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo
5. | Kepala Seksi Data dan Teknologi | Anggota Bertanggung jawab sesuai
Informasi pada Bidang bidang tugasnya
Pengaduan, Data dan Teknologi
Informasi  Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo |
6. | Kepala Seksi Pengawasan dan | Anggota Bertanggung jawab sesuail
Pengendalian pada Bidang bidang tugasnya
Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pmtu
Kabupaten Sukoharjo
7. |1 (satu} Orang Unsur Dinas  Anggota Bertanggung jawab sesual
Pekerjaan Umum dan Penataan bidang tugasnya
Ruang Kabupaten Sukoharjo |
8 |1 (satu) Orang Unsur Dinas |[Anggota JBertanggung jawab sesuai
Perumahan dan Kawasan bidang tugasnya
Permukiman Kabupaten
Sukoharjo
9., |1 (satu) Orang Unsur Dinas | Anggota Bertanggung jawab sesuat
Komunikasi dan  Informatika bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo
10. | 1 {satu) Orang Unsur Satuan ; Anggota Bertanggung jawab sesual
Polisi Pamong Praja Kabupaten bidang tugasnya
Sukoharjo




1 2 3 4

11. {1 (satu) Orang Unsur Dinas | Anggota Bertanggung jawab sesuali
Perindustrian dan Tenaga Kerja bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

12. | 1 (satu) Orang Unsur Dinas | Anggota Bertanggung jawab sesuai
Perdagangan, Koperasi, Usaha bidang tugasnya
Kecil dan Menengah Kabupaten
Sukoharjo

13. |1 (satu) Orang Unsur Dinas  Anggota Bertanggung jawab sesuai
Kepemudaan dan Olahraga bidang tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

14. | Harsini, SE Fungsional Umum | Anggota Bertanggung jawab sesuai
pada Bidang Informasi dan bidang tugasnya
Pengaduan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

15. | Eska Tri Agung S, SH, Fungsional | Anggota Bertanggung jawab sesuali
Umum Pada Bidang Informasi dan bidang tugasnya
Pengaduan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sukoharjo

16. | Kemis Yulianto, SE, Fungsional  Anggota Bertanggung jawab sesual

Umum pada Bidang Informasi dan
Pengaduan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Sukoharjo

bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, ¢
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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : (oﬁx:) [ 207 Toybhun Q0]

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TEKNIS AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa  dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat
perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor: 690.05/178/2014 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Teknis Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten
Sukoharjo perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor S1);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Teknis Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Tugas Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. Kelompok Kerja :

1. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak Indonesia
Sanitation Sector Development Program (ISSDP) Pusat,
Provinsi dan Kabupaten Sukoharjo;

2. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sukoharjo guna
internalisasi program air minum dan penyehatan
lingkungan di Kabupaten Sukoharjo; dan

3. memberikan arahan penyelenggaraan tugas Tim
Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja dalam
penyelenggaraan  Indonesia  Sanitation  Sector
Development Program (ISSDP)/Bidang Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten
Sukoharjo.




KEDUA b, Tim Teknis :

1. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak
Indonesia Sanitation Sector Development Program
(ISSDP)/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL);

2. menyusun Buku Putih  Sanitasi Kabupaten
Sukoharjo;

3. menyusun Rencana Strategis Pembangunan Sanitasi
Kabupaten Sukoharjo;

4. menyusun rencana tindak pembangunan sanitasi
Kabupaten Sukoharjo; dan

O. menyelenggarakan agenda-agenda Indonesia
Sanitation Sector Developmnet Program (ISSDP}/Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di
Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja dan Tim
Teknis  sebagaimana  dimaksud Diktum KESATU
melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT :  Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor : 690.05/178/2014 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja dan Tim Teknis Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Sukoharjo dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal B Jonuan el

BUPATI SUKOHARJO,
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TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Permukiman dan Perumahan Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Nasional di Jakarta;

2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

4. Kepala  Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang
terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

o. Kelompok Kerja dan Tim Teknis yang
bersangkutan.




SUSUNAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Lampiran [ : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

No. Jabatan/Instansi Kedudukan Keterangan
dalam Tim
1 2 3 4
1. | Bupati Kabupaten Sukoharjo Pengarah Membenkan arahan
program kegiatan
2. | Wakil Bupati Kabupaten Pengarah Memberikan arahan
Sukoharjo program kegiatan
3 | Sekretaris Daerah Kabupaten | Koordinator | Mengkoordinir seluruh
Sukoharjo kegiatan
4. | Kepala Badan Perencanaan, Ketua Bertanggungjawab
Penelitian dan Pengembangan terhadap pelaksanaan
Daerah Kabupaten Sukoharjo kegiatan
5. |Kepala Badan  Keuangan Anggota Melaksanakan  tugas
Daerah Kabupaten Sukoharjo sesual bidangnya
6. | Kepala Dinas Pekerjaan Anggota Melaksanakan  tugas
Umum dan Penataan Ruang sesuail bidangnya
Kabupaten Sukoharjo
7. | Kepala Dinas Kesehatan Anggota Melaksanakan  tugas
Kabupaten Sukoharjo sesual bidangnya
8. | Kepala Dinas Lingkungan Anggota Melaksanakan  tugas
Hidup Kabupaten Sukoharjo sesuai bidangnya
9. | Direktur Utama Perusahaan Anggota Melaksanakan  tugas

Daerah Ailr
Kabupaten Sukoharjo

Minum

sesual bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,
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Lampiran II : Keputusan Bupati Sukocharjo
Nomor
Tanggal :

SUSUNAN TIM TEKNIS AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

No. Jabatan/Instansi Kedudukan Keterangan
dalam Tim

1 2 3 4

1. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Ketua Bertanggungjawab
Pengembangan Wilayah pada terhadap
Badan Perencanaan, Penelitian dan pelaksanaan kegilatan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

2. | Kepala Sub Bidang Infrastruktur| Sekretaris | Bertanggungjawab di
pada Badan Perencanaan, bidang
Penelitian  dan Pengembangan kesekretariatan
Daerah Kabupaten Sukoharjo I

3. | Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggota Melaksanakan tugas
Lingkungan Hidup dan Sumber sesual bidangnya
Daya Alam pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

4. | Kepala Radio Siaran Pemerintah Anggota Melaksanakan tugas
Daerah pada Dinas Komunikasi sesual bidangnya
dan Informatika -~ Kabupaten
Sukoharjo

5. | Kepala Bidang  Pengembangan | Anggota Melaksanakan tugas |
Ekonomi Desa, Sarana Prasarana, sesual bidangnya '
Lingkungan, Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Sukocharjo

6. | Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggota Melaksanakan tugas
Anggaran pada Bidang Anggaran sesual bidangnya
Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

7. | Kepala Seksi Air Minum dan Anggota Melaksanakan tugas ‘
Penyehatan Lingungan pada Bidang sesual bidangnya |
Cipta Karya Dinas Pekerjaan !
Umum dan Penataan  Ruang
Kabupaten Sukoharjo

8. | Kepala Sub Baglan Perencanaan Anggota Melaksanakan tugas
pada Sekretariat Dinas Pendidikan sesual bidangnya |
dan Kebudayaan Kabupaten
Sukoharjo




2

10.

11.

12.

13.

14.

15.

10.

9

Kepala Unit Pengelolaaﬁ Sarﬁﬁal{_

pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo

Kepala Seksi Pengarusutamaan
Gender pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak  Kabupaten
Sukoharjo

Koordinator Kabupaten Program
Kota Tanpa Kumuh Kabupaten
Sukoharjo

Kepala Bagian Teknik Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten
Sukoharjo

1 (satu) orang unsur Perguruan
Tinggi Universitas Muhammadiyah
Surakarta di Sukoharjo

1 (satu) orang Fungsional Umum
pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo

Widyastuti, SE

Fungsional Umum pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

Vika Aryanto, S.Kom.MM
Fungsional Umum pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo

| _Anggdia

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Melaksanakan tugas
sesual bidangnya

Melaksanakan tugas
sesual bidangnya

Melaksanakan tugas
sesual bidangnya

Melaksanakan tugas
sesual bidangnyva

Melaksanakan tugas
sesual bidangnya

Melaksanakan tugas
sesuai bidangnya

Melaksanakan tugas
sesual bidangnya

Melaksanakan tugas
sesuail bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,
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